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Problems in this study, namely the implementation of the policy is has not been optimal increasing Skills Competency Test improve the competence of Graduates of Vocational Schools Pasundan specially otomotif skill.The method used in this research is qualitative descriptive method with qualitative research approach "Grounded Theory", namely theory inductively developed during the study through continuous interaction with the data in the field and researchers become an instrument or tool is the researcher's own research.SMK Pasundan 2 Bandung, Bandung regency SMK Pasundan 2 and SMK 1 Pasundan Cianjur district is known to have the same characteristics. This means that between Erviromental Threat Oportunity Profile (ETOP) with Strategic Advantage Profile (SAP) have the same gap. Based on the gap analysis, strategic alternatives exist on the right hand quadrant, which is located on Diversification strategy.




Uji Kompetensi Keahlian merupakan bagian integral dari Ujian Nasional dimana pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan No.0022/P/BSNP/XI/2013: dijelaskan bahwa Uji Kompetensi Keahlian adalah Ujian Nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan. Penguji praktik  terdiri dari penguji internal yaitu guru produktif dari sekolah yang bersangkutan dan penguji eksternal yaitu penguji dari dunia industri/dunia usaha/asosiasi profesi/institusi pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan. Ujian praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian tulis tiga mata pelajaran (UN Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris dan Matematika), sedangkan ujian teori dilaksanakan setelah pelaksanaan UN tiga mata pelajaran tersebut.  Rumusan kebijakan Ujian Nasional telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. 
Kebijakan-kebijakan di atas menekankan bahwa Uji Kompetensi Keahlian pada Ujian Nasional merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah dan salah satu upaya untuk standarisasi mutu pendidikan secara umum dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang benar-benar dimiliki oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sehingga siap memasuki dunia kerja baik dalam dunia usaha, dunia industri atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
Persoalan pokok dalam penelitian ini, yaitu kebijakan Uji Kompetensi Keahlian belum sepenuhnya mampu meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan. Artinya, implementasi kebijakan Uji Kompetensi Keahlian belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.
Beberapa kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional yang di dalamnya terdapat Uji Kompetensi Keahlian (UKK), diantaranya:
Pertama, dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Federasi Guru Independen Indonesia, Institute for Education Reform, National Education Watch dan Indonesian Coruption Wacth; bahwa Ujian Nasional dinilai oleh Koalisi Pendidikan tidak sejalan dengan asas pedagogis, psikologis, yuridis, sosial dan ekonomis.
Dilihat dari aspek pedagogis; Uji Kompetensi Keahlian  dianggap tidak menghargai tiga ranah potensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), aspek keterampilan (psikomotorik) dan aspek sikap (afektif). Dalam UKK aspek sikap (afektif) tidak diperhatikan sebagai penentu kelulusan. UKK  di SMK yang diujikan pada Ujian Nasional hanya memperhatikan aspek pengetahuan dan keterampilan. Kasus bocornya soal dan beredarnya kunci jawaban merupakan kasus yang  senantiasa muncul dari tahun ke tahun pelaksanaan Ujian Nasional/UKK dan ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan guru dalam menegakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan bagi peserta didik sebagai penerus generasi bangsa. UN ternyata tak cukup mampu menegakkan sekolah sebagai tempat persemaian pendidikan karakter para siswa.
Aspek psikologis; tidak sedikit peserta didik mengalami sok, rasa takut, stres dan perasaannya terganggu dibayang-bayangi perasaan lulus atau tidak karena batas minimal kelulusan sudah dipatok oleh pemerintah. Situasi sekolah berbeda dari bisanya, situasi sekolah dirasakan asing oleh  peserta didik. Mereka bertemu dengan orang-orang baru dikenalnya, baik pengawas ruangan, pengawas independen ataupun pihak keamanan.
Banyak orang tua murid merasa khawatir jika ujian benar-benar dilaksanakan dengan penuh kejujuran, yang dapat mengakibatkan nilai putra-putrinya jatuh. Banyak masyarakat yang tidak merasa dirugikan dengan berbagai kecurangan yang dilakukan. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang berterima kasih kepada sekolah karena anaknya telah dibantu lulus dengan nilai baik. Yang harus diwaspadai oleh semua pihak adalah upaya-upaya untuk menghalalkan segala cara agar peserta didik lulus dengan nilai baik. 
Aspek Yuridis; Koalisi Pendidikan menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional/UKK tidak sesuai aturan, karena melanggar Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni melanggar pasal 35 ayat (1), pasal 36 ayat (2), pasal 58 ayat (1) pasal 59 ayat (1) dan pasal 61 ayat (2). Seperti diuraikan pada pasal 35 ayat (1) bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Dalam pelaksanaan Ujian Nasional, terutama yang mata pelajaran yang di Ujian Nasionalkan (Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris dan Matematika) hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dan menjadi penentu kelulusan peserta didik termasuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK). 
Aspek sosial; bertitik tolak dari kecemasan dan kehawatiran peserta didik, orang tua dan guru karena pemerintah telah mematok rata-rata nilai akhir dari seluruh mata pelajaran yang diujikan minimal 5,5, nilai akhir dari setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 dan kriteria kelulusan Uji Kompetensi Keahlian Kejuruan minimal 6,0 dengan pembobotan 40%  Nilai Sekolah dan 60% Ujian Nasional. Melihat keadaan yang demikian sering dijumpai kasus  munculnya upaya- upaya yang tidak sehat baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua maupun oleh pihak sekolah untuk berupaya lulus ujian.
Aspek Ekonomis; Ujian Nasional tahun 2011/2012 Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 600 miliar (Mendikbud; http://edukasi.kompas.com (​http:​/​​/​edukasi.kompas.com​), 7 April 2012). Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2013/2014, pemerintah pusat melalui APBN menggelontorkan dana Rp 570 miliar (http://news.Bisnis.com (​http:​/​​/​news.Bisnis.com​) Jakarta, 24 Februari 2014). 
Biaya penyelenggaraan UN 2013/2014 mengalami penurunan dibanding dengan biaya penyelenggaraan UN 2012/2013 yang anggarannya mencapai  Rp 644 miliar (http://app.merdeka.com (​http:​/​​/​app.merdeka.com​), 9 April 2013).  Menguraikan bahwa dalam pagu anggaran Kemendikbud tahun 2012 dan sesuai Kepres nomor 37 tahun 2012, alokasi anggaran untuk UN sebesar Rp 543,44 miliar. Namun dalam pembahasan revisi anggaran antara Kepmendikbud dengan DPR, anggaran yang disahkan menjadi Rp 644 miliar, ini terjadi pengelembungan anggaran sampai Rp 100 miliar. Anggaran sebesar ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerataan kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru dan peningkatan media pembelajaran ke seluruh pelosok tanah air sampai ke daerah terpencil dan akan lebih bermanfaat dalam mendongkrak percepatan pemerataan kualitas pendidikan. 
Kedua, Tujuan yang diharapkan pemerintah dengan diterapkannya Uji Kompetensi Keahlian ialah membina dan membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya ialah Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja dan dunia industri. Agar para lulusan dapat diterima oleh dunia usaha/industri maka para siswa harus memiliki kompetensi keahlian yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi keahlian lulusan Sekolah Menengah Kejuruan umumnya masih jauh dari harapan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan pada akhirnya menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. 
Kenyataan bahwa kualitas lulusan SMK secara umum belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah masih cukup banyaknya pengangguran terbuka lulusan SMK di Jawa Barat yaitu sebesar 10,22%. Terjadinya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK tidak terampil, dan tidak memiliki kompetensi keahlian sehingga tidak memenuhi harapan pasar tenaga kerja. Harapan utama para lulusan bisa langsung bekerja di dunia usaha dan dunia industri, juga para lulusan dapat mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jika lulusan SMK benar-benar berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tidak akan  banyak  pengangguran bagi para lulusan SMK. Data lulusan SMK dapat diketahui pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 1.1
Lulusan Yang Bekerja, Melanjutkan
Dan Belum Memperoleh Pekerjaan
Sekolah	Thn	Jumlah Siswa	%	Bekerja	Melanjut -kan Ke PT	Belum Memper-oleh Pekerjaan
		Peserta UKK	Lulus		Sesuai Kompetensi Keahlian	Di luar Kompetensi  Keahlian	Membuka Lapangan Kerja Sendiri		
SMK Pasundan 2 Kabupaten Bandung	2011 / 2012	175	175	100	84	32	14	11	35
	2012 / 2013	107	107	100	51	19	9	6	21
	2013 / 2014	101	101	100	48	18	8	6	20
SMK Pasundan 2 Kota Bandung	2011 / 2012	184	184	100	156	22	3	3	-
	2012 / 2013	175	175	100	148	11	4	7	5
	2013 / 2014	200	200	100	169	15	3	3	10





Sumber : Data Sekolah Hasil Obervasi Lapangan, tahun 2011-2014.

Alasan peneliti mengkaji Kebijakan UKK pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian otomotif  pada SMK Pasundan 2 Kota Bandung, SMK Pasundan 2 Kabupaten Bandung dan SMK Pasundan 1 Kabupaten Cianjur, yaitu
1.	Pada ketiga sekolah SMK tersebut memiliki ciri-ciri dan kesenjangan masalah yang sama. 
2.	Sekolah tersebut memiliki program Bidang Keahlian otomotif yang yang representatif. 
3.	Peneliti mengkaji ke tiga sekolah tersebut, yaitu untuk mempersempit masalah penelitian agar peneliti dapat memahami secara mandalam.

2. Kajian  Pustaka
Fokus dalam kajian pustaka ini menguraikan konsep teori serta penelitian yang relevan dengan penelitian tentang implementasi kebijakan publik 

2.1. Kajian Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses kebijakan publik. Merilee S. Grindle dalam Agustino (2006:154) mengemukakan “Ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) dan dari ketercapain tujuan”. Selanjutnya Lester dan Stewart dalam Islamy (2000: 104) bahwa:
Implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
Diantara model-model yang banyak digunakan dalam membedah persoalan implementasi kebijakan adalah model yang ditawarkan oleh Merilee S. Grindle. Rusli (2013:97), mengemukakan : “Meskipun model Grindle dianggap sangat sederhana tetapi telah terbukti cukup akurat jika digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi itu dilakukan dalam mencapai tujuannya. Tidak hanya kalangan ahli yang tertarik menggunakannya, tetapi masyarakat umum juga tertarik mengunakannya sebagai acuan karena rumusannya yang  sederhana dan mudah dimengerti”. Yang menjadi daya tarik sehingga banyak kalangan menggunakan sebagai acuan yaitu karena kesederhanaan rumusan faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap proses implementasi dan pencapaian tujuannya.
Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980:11), dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Model implementasi sebagai proses politik dan administratif. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya  tujuan yang ingin diraih. Dikemukakan oleh Grindle, pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
1.	Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2.	Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
a.	Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
b.	Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
Menurut Grindle (1980:5), dua kelompok faktor atau variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasi).
1.	Content of Policy (isi kebijakan) meliputi faktor-faktor:
a.	Interest Affected (kepentingan kepentingan yang mempengaruhi)
	Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
b.	Type of Benefits (tipe manfaat)
	Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c.	Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai sekala yang jelas.
d.	Site of Decision Making (letak  pengambilan keputusan)
	Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, untuk itu harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
e.	Program Implementer (pelaksana program)
	Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
f.	Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)
	Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung aga pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2.	Context of Implementation (konteks implementasi), meliputi faktor-faktor:
a.	Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).
	Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan atau strategi memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besr kemungkinan program yang akan diimplementasikan akan jauh arang dari api.
b.	Institution and Regim Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).
	Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c.	Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
	Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi dan melaksanakan suatu kebijakan. 

2.2. Kajian Konsep Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Uji Kompetensi Keahlian  yang diatur dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Ujian Sekolah/madrasah. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 1)  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: 
       a. standar isi;
       b. standar proses;
       c. standar kompetensi lulusan;
       d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
       e. standar sarana dan prasarana;
       f. standar pengelolaan
       g. standar pembiayaan; dan
       h. standar penilaian pendidikan.

Kompetensi keahlian merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran di SMK. Oleh karena itu di SMK wajib mengikuti Uji Kompetensi Keahlian yang merupakan bagian integral dari Ujian Nasional (UN), yaitu tes yang mencakup aspek pengetahuan (knowlwdge), aspek sikap (attitude) dan aspek keterampilan (skill), dari mata pelajaran produktif yang sesuai dengan program keahlian yang dipelajari.
Dave Ulrich dalam Parulia Hutapea dan Nuriana Thoha (2008), mendefinisikan kompetensi adalah : “pengetahuan, keterampilan individu yang diperagakan” (an individual’s demonstrated knowledge, skill or abilities)”.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dijelaskan: Pasal 1, Setifikasi kompetensi kerja sebagai sutu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis  dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau internasional. Pasal 2, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan melaksanakan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Kerangka Pemikiran 
Pendekatan implementasi kebijakan dari Grindle dan dipandang sangat relevan untuk dikaji dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan SMK.  Dalam keteritan ini, Grindle (1980: 5) berpendapat ada dua kelompok faktor atau variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu “Content of Policy and Context of Implementation”. Selanjutnya Grindle (1980: 11) mengemukakan model implementasi “Implementtion as A Popitical and Administrative Process”. Pendapat tersebut mengandung maksud bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya dikembangkan model implementasi sebagai poses politik dan administratif. 
Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle,  yang terdiri dari konten dan kontek implementasi kebijakan dengan dimensi-dimensinya, yaitu 
A.	content of policy 
1)	Pihak kepentingan yang mempengaruhi
2)	Jenis manfaat yang dapat diperoleh
3)	Jangkauan perubahan yang diharapkan
4)	Pelaksanaan pengambilan keputusan
5)	Pelaksanaan program
6)	Sumber daya yang tersedia

B.	context of implementation.
1)	Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
2)	Ciri kelembagaan dan rezim
3)	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Teori implementasi kebijakan dengan dimensi content of policy dan context of implementation dari Gindle tersebut oleh peneliti digunakan sebagai landasan teori untuk memecahkan masalah tentang implementasi kebijakan uji kompetensi keahlian (UKK) dalam meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang keahlian otomotif di SMK Pasundan 2 Kota Bandung, SMK Pasundan 2 Kabupaten Bandung, dan SMK Pasundan 1 Kabupaten Cianjur melalui pendalaman teori yang menjadi parameter penelitian dengan memfokuskan pada dimensi content of policy dan context of implementation.






































3.  Objek Penelitian  
Objek penelitian adalah  SMK Pasundan Bidang Keahlian Otomotif, yaitu : SMK Pasundan 2 Kota Bandung, SMK Pasundan 2 Kabupaten Bandung, dan SMK Pasundan 1 Kabupaten Cianjur.

3.1.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory, yaitu teori yang dikembangkan secara induktif selama penelitian berlangsung melalui interaksi yang terus menerus dengan data di lapangan. Sugiyono (2013:222) bahwa “dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat  penelitian adalah peneliti itu sendiri”. Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. 
Data yang dipergunakan terdiri dari: Data primer, dari informan kunci dan data pengamatan selama penliti terlibat langsung. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan, arsip dan dokumentasi serta data yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan melakukan cross check melalui teknik Triangulasi. Dilanjutkan dengan Analisis SWOT adalah analisis kondisis internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja.
Analisis data kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data dan penelaahan data secara informasi yang didapat selama penelitian dari berbagai sumber Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246),  mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:
1)	Reduksi Data (data reduction)
2)	Penyajian Data (data display)
3)	Verifikasi dan Menarik Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

3.2. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian  yang dilakukan peneliti, yaitu dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Agustus 2014, selanjutnya dilakukan proses penelitian lapangan di bulan Desember 2014 sampai dengan diperoleh hasil penelitian pada Bulan September 2015 penelitian 

4. Hasil Penelitian
Dalam kaitan pemikiran dari Grindle (1980: 9) yang memandang implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi melalui model content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation, dari hasil penelitian ini, melalui factor-faktor sebagai berikut sebagai berikut:

4.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Keahlian Belum Efektif Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pada SMK Bidang Keahlian Otomotif di SMK Pasundan

4.1.1. Content of Policy
Kepentingan berbagai pihak yang terangkum dan mewarnai isi kebijakan (content of policy) akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan sekaligus dapat memunculkan dampak pada faktor lingkungan kebijakan yang bisa dijadikan parameter keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Melalui teknik penelitian wawancara mendalam pada dimensi content of policy dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pihak kepentingan yang mempengaruhi
Grindle (1980:9) meramalkan bahwa “dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) dimana tempat kebijakan itu diimplementasikan. Tentunya hal ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. diantaranya Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan, Pendidikan Dasar dan menengah Pasundan, Dunia industri dan Dunia Usaha, serta pihak pengguna dalam kaitan ini adalah masyarakat atau siswa didik yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Ujian Kompetensi Keahlian. 
Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam kebijakan tersebut. Kepentingan berbagai pihak terangkum dalam isi kebijakan (content of policy). Suatu kebijakan akan berhasil bilamana tujuan dari kebijakan itu memiliki dampak yang berarti bagi lingkungannya temasuk individu, maupun kelompok kepentingan dalam politik dan administrasi disebut kelompok yang berkepentingan (interest group), pejabat maupun kelompok secara administratif dan politik dapat menyepakati tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program-programnya, yaitu yang berkaitan dengan aktivitas Uji Kompetensi Keahlian pada SMK Pasundan. Pemerintah pusat, dalam kaitan ini merupakan pihak yang sangat mempengaruhi kebijakan maupun implementasi kebijakan UKK disamping pemerintdah Daerah, yaitu Kabupaten/Kota dan Sekolah itu sendiri sebagai objek yang terkena kebijakan dan pelaksana dari kebijakan dengan berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan UKK. Bila memperhatikan hirarki ini maka kebijakan dimaksud cenderung Top Down, sehingga diperlukan inisiatif, kreaivitas teknispelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK Pasundan.

2. Jenis Manfaat yang dapat diperoleh
Manfaat jangka panjang yang akan dicapai biasanya lebih sulit diterapkan daripada kebijakan yang berorientasi jangka pendek (segera) (Grindle, 1980: 10). Pada konteks ini rumusan tujuan kebijakan dengan manfaat jangka pendek atau yang memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat akan lebih mendapatkan dukungan dan dapat dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan dimensi kebutuhan masyarakat. 
Efektifnya implementasi kebijakan UKK pada SMK Pasundan berkaitan dengan aktor (Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, DU/DI, Kepala Sekolah, Guru-Guru, Guru Produkti, Guru penguji UKK), selain untuk menentukan arah kebijakan agar sesuai dengan operasional secara teknis dan juga sesuai dengan tujuan yang diharapkan sesuai dengan ini dan teknis kebijakan.
Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan isi (konten) pada implementasi kebijakan, maka jenis manfaat yang dapat diperoleh, yakni;
1.	Tercapainya tujuan, yaitu meningkatnya kualitas lulusan (memiliki keahlian/ skilldan berkompetensi).
2.	Lulusan terserap di dunia kerja (DU/DI)
3.	Masalah penganguran teratasi
4.	Bantuan, perhatian pemerintah pada sekolah SMK efektif, efisien, tepat guna, tepat sasaran.
5.	Pelayanan prima tercapai
6.	Terwujudnya hubungan yang harmonis, simbiosis mutualisme antara Pemerintah (State sector), Sekolah, DU/DI (private sector), dan kepentingan masyarakat (society sector) terpenuhi. Hal ini membuktikan terwujudnya good governace sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
7.	Eksistensi sekolah melalui peran pemerintah mendapat citra yang baik. Disinilai terkandung makna memiliki nilai “value”.

3. Jangkauan Perubahan yang diharapkan
Untuk melakukan jangkauan perubahan maka kebijakan ditentukan dari tahapan implementasinya, hal ini tidak luput dari timbulnya berbagai problem-problem yang justru dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi yang harus dipecahkan oleh para pimpinan, karena bukan saja organisasi-organisasi perlu dikembangkan melalui berbagai kebijakan, tetapi pula manusia sebagai pelaksana kebijakan di dalam organisasi tersebut perlu pula diikut sertakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan organisasi, dalam rangka usaha meningkatkan kualitas organisasi sekolah dan kompleknya tuntutan lingkungan sehingga perlu dilakukan perubahan dengan jangkauan perubahan yang jelas bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, adaptasi, kaderisasi dan inovasi.
Grindle (1980) memandang, bahwa Jangkauan perubahan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan, yaitu “Semakin  luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan”. Intinya, suatu kebijakan menuntut perubahan perilaku Dengan konsekuen serta isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sangsi dijalankan dengan  konsisten.
Jangkauan perubahan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan secara incremental dengan dukungan para actor. Penerimaan atau konsensus atas tujuan kebijakan akan menentukan keberhasilan dengan partisipasi implementor dalam proses pembuatan kebijakan.

4. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan
Konteks pengambilan keputusan tidak begitu menyulitkan hanya persoalan koordinasi antar instansi dalam kaitan ini antara intansi pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten Kota, pihak dunia industri atau dunia usaha, Yayasan, dan pihak sekolah yang pada intinya sekolah sebagai pelaksana kebijakan dari pusat sehingga kejelasan kebijakan, petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis menjadi bagian yang penting dalam karena berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengambilan keputusan disini yang terpenting adalah pengambilan keputusan pada tataran pelaksana, yaitu Sekolah SMK berserta kelengkapan daya dukung implementasi kebijakan. Berkaitan dengan pelaksanaan UKK pada SMK Pasundan, memang masih banyak hal yang harus diatasi termasuk kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sekolah yang belum ada keselarasan khususnya dalam implementasi UKK pada SMK Pasundan. Implementasi kebijakan pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang diharapkan. 

5. Pelaksanaan Program
Keberhasilan program pada UKK didasarkan pada pemahaman tentang substansi kebijakan UKK. Secara umum keberhasilan UKK diawali dengan kegiatan sosialisasi Ujian Nasional Uji Kompetensi Keahlian SMK akan menghasilkan pemahaman tentang :
1.	Kebijakan tentang Uji Kompetensi Keahlian;
2.	Kisi-kisi soal Uji Kompetensi Keahlian;
3.	Pengembangan Soal Praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya;
4.	Penyusunan Soal Teori Kejuruan;
5.	Model Uji Kompetensi dan Sertifikasi Industri;
6.	Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional;
7.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa Ujian Nasional merupakan salah satu sarana untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan. Ujian nasional SMK khususnya ujian kompetensi keahlian yang merupakan  ciri khas program keahlian (produktif dan adaptif) yang ada di SMK tersebut dirancang dalam bentuk ujian Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi keahlian. Oleh karena, pembelajaran kompetensi keahlian dilakukan dengan berbasis kompetensi (competency based), maka penilaian kompetensi termasuk perangkat ujidirancang dengan berbasis kompetensi (competency asssessment). Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

6. Sumber Daya yang Tersedia
Dukungan sumber daya yang dikerahkan (resources commited) mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan berkaitan dengan seberapa besar badan/lembaga yang memiliki wewenang memiliki akses yang cukup untuk mengalokasikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan baik yang bersifat manajerial menyangkut ketersediaan fasilitas fisik maupun menyediakan sumber-sumber keuangan. 
Dimensi Konten dalam implementasi kebijakan dapat dimaknai, yaitu berbagai unsur kepentingan-kepentingan membawa pengaruh terhadap implementasi UKK pada sekolah SMK Pasundan. Dari faktor Program kebijakan UKK yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku sasaran dalam hal ini adalah sekolah dan juga siswa didik yang tidak mudahuntuk mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, dari faktor  Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan) dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada Implementer Pelaksana Program dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan UKK, kenyataannya para pelaksana masih kurang. Selain kurang dalam jumlah. Contohnya, untuk guru produktif ata penguji UKK pada SMK secara jumlah masih kurang dan tidak seimbang antara sekolah,  jumlah murid dan jumlah guru penguji dari DU/DI. Dengan demikian, hal ini berkaitan erat dengan Resources Committed yang Digunakan sehingga sebuah program akan memadai. 

Context of Implementation
Dimensi context of implementation seperti dikemukakan Grindle (1980: 10) bahwa konten atau isi dari kebijakan publik merupakan faktor yang penting dalam menentukan hasil dari kebijakan, namun demikian isi kebijakan atau program seringkali menjadi faktor kritis mengingat dampak yang ditimbulkannya berada pada ranah sosial, spolitik dan ekonomi.
Apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari kalkulasi kepentingan politik dan persaingan kelompok untuk sumber daya yang langka, respon dari pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik yang berinteraksi dalam konteks kelembagaan. Hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Kekuasaan, Kepentingan, Serta Aktor Yang Terlibat
Kekuasaan yang berpengaruh dalam UKK adalah kepala sekolah, DU/DI, Wakasek kurikulum, wakasek sarana, wakasek kesiswaan, wakasek hubin, wakasek MSDM, wakasek SIM, Kaprog, dan guru-guru produktif. Kekuatan pemerintah, dari DUDI ujungnya siswa itu akan bekerja dan dari sekolah dari penyelenggara difokuskan pada UKK. Adapun pihak kepentingan yang menghambat itu adalah kurangnya bantuan alat-alat prasarana dalam menunjang kualitas lulusan, adapun perihal kebijakan tidak begitu menghambat karena sudah direncanakan, adapun hambatan lain, yaitu sosialisasi dan informasi UKK yang semestinya dfiharapkan 1 tahun bukannya 1 minggu sebelum pelaksanaan.Strateginya adalah menyiapkan dengan kerjasama pemerintah dan DUDI khusu untuk UKK dengan mengantisipasi soal 1 tahun sebelumnya difokuskan pada materi seperti itu.
Pentingnya keterlibatan seluruh stake holder, diantaranya adalah peran pemerintah, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan Industri Otomotif. Dengan demikian maksudnya, sekolah dapat melakukan kerjsama dengan berbagai lembaga yang kompeten dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan sekolah, dan sekaligus meningkatkan kualitas anak didik agar lulusannya bermutu dan mendapat akses di berbagai intansi, baik di intasnsi swasta maupun di instansi pemerintah.

2. Ciri Kelembagaan dan Rezim
lembaga yang berkuasa sepertihalnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah-lah yan memiliki kewenangan dalam merumuskan dan dalam pelaksanaan kebijakan dengan demikian terdapat hubungan antara kekuasaan dalam ari politik dan tatakelola dalam arti administratif. Sepetihalnya dalam kaitannya dengan kebijakan UKK, diketahui secara jelas adanya peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, serta berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan, yakni SMK serta adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam dunia industry dan dunia usaha (private sector)
Dalam kotek ciri kelembagaan dan rejim pada umumnya telah terwujud hubungan yang jelas dalam ari adanya kerjasama, koordinasi khususnya antara lembaga pemerintah, swasta (perusahaan / industri) dan pelaksana pendidikan dalam kaitan ini adalah SMK Pasundan yang juga berkaitan dengan lembaga pengelola pendidikan dalam kaitan ini adalah Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan (YPDM).

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap dari Pelaksana
Kepatuhan dan respon para pelaksana baik di tingkat sekolah ataupun ditingkat Disdik Provinsi terhadap pelaksanaan UKK, didapatkan informasi, bahwa Kepatuhan dan respon pelaksana baik di tingkat sekolah maupun tingkat disdik provinsi sangat baik, ini terbukti dengan terlaksananya UKK di tiap tahun sesuai POS yang ada.Selain itu, respon dari SMK Pasundan 1 Cianjur menyatakan bahwa “panitia pelaksana patuh dan respon terhadap pelaksanaan UKK. Juga demikian disampaikan oleh Kasie SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa dari Disdik Provinsi sangat respon, karena ini adalah kewajiban dinas, begitu pula di tingkat sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam FGD kaitannya dengan daya tanggap pelaksana, dinyatakan sebagai berikut, Ada beberapa faktor dalam daya tanggap pelaksana, yaitu terdapat Faktor-faktor yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kompetensi pelaksana sebagai daya tanggap terhadap pelaksanaan, yaitu ;
1.	Admitting Incompetency  (Mengakui kekurangan Kompetensi).
2.	Raising Expectations (Meningkatkan Harapan).
3.	Identifying Barriers (Mengenali Hambatan).
4.	Including Support Mechanism (Melibatkan Mekanisme Dukungan).
Respon pihak sekolah selalu positif dan komitmen dalam praktek harus terfokus pada siswa terutama dalam kopetensi siswa, diharapkan adanya monitoring dari pemerintah daerah pada dinas pendidikan dalam UKK sangat menentukan kelayakan sekolah untuk pelaksanaan UKK maupun UTK kebetulan sekolah kami layak dan juga keikutsertaan sekolah lain kepada kita. Adapun ketaatan respon penguji UKK diketahui dari kehadiran dan mereka menyediakan waktu tertentu dengan remidial sebagi bukti keseriusan.
Berdasarkan gambaran hasil observasi, wawancara dengan melakukan cek, kroscek dan reecek, peneliti di lapangan, dapat difahami dengan diperoleh makna bahwa tidak muda dengan begitu saya melakukan upaya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan hingga mendapatkan hasil yang diharapkan karena hal tersebut berkaitan dengan fakto-faktorr atau variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu “Content of Policy and Context of Implementation”, diantaranya yaitu pihak kepentingan, kekuasaan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, terdapat Faktor yang menentukan kinerja organisasi yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan, yaitu faktor internal organisasi dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut jika diuraikan dan dibuat analisis SWOT, (S) Strenghts, (W)Weaknesses, yang merupakan faktor dari lingkungan internal. Sedangkan (O) Opportunities dan (T) Threats yang merupakan faktor dari lingkungan eksternal. Berdasarkan observasi peneliti yang berkaitan dengan factor lingkungan eksternal dan internal diketahui berbagai kendala atau hambatan yang diketahui, yaitu:
4. Strategi Efektif Implementasi KebijakanUji Kompetensi Keahlian Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Bidang Keahlian Otomotif Di SMK Pasundan.




		FAKTOR STRATEGI INTERNAL		Bobot	Rating	Bobot x Rating
KEKUATAN			
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1) dan ayat ( 2) :	0.1	4	0.4
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	0.1	4	0.4
Permendiknas No 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Lulusan	0.05	4	0.2
Badan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tahun 2013 tentang Prosedur Operasional Standar	0.1	4	0.4
kebijakan UKK merupakan mata uji dari Ujian Nasional 	0.1	4	0.4
Tujuan kebijakan uji kompetensi untukmeningkatkan kualitas kompetensi lulusan	0.05	4	0.2
Status Sekolah yang terakreditasi A	0.05	4	0.2
Adanya Industri, penguji eksternal dari dunia usaha dan industri	0.05	2	0.1
Adanya standar UKK	0.05	2	0.1
Adanya Waktu untuk sosialisasi persiapan sampai dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian. Tertulis dalam kebijakan UKK paling lambat satu bulan.	0.1	3	0.3
Adanya sarana dan prasana dalam menunjang UKK	0.05	2	0.1
Sekolah kejuruan yang memenuhi standar nasional	0.1	2	0.2




Implementasi Kebijakan UKK belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan	0.1	3	0.3
Implementasi Kebijakan UKK belum sepenuhnya sesuai dengan peningkatan   kompetensi lulusan.	0.1	2	0.04
Tujuan kebijakan UKK belum sepenuhnya tercapai, 	0.02	2	0.04
Sosialisasi UKK belum sepenuhnya dilakukan secara intensif untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat pada sekolah.	0.1	3	0.3
Kurangnya penguji internal yang bersertivikasi berdampak negatif pada kualitas kompetensi lulusan.	0.2	3	0.5
Sekolah tidak memiliki keleluasaan waktu untuk mensosialisasikan teknis pelaksanaan UKK. 	0.1	1	0.1
Tidak jelas target waktu. Dalam kebijakan tercantum persiapan UKK paling lambat satu bulan, kenyataanya sekolah hanya memiliki waktu hanya satu minggu padahal waktu yang dibutuhkan diperkiran 6 bulan atau satu tahun sebelum dilaksanakan.	0.1	2	0.2
Belum adanya standar atau mekanisme dengan syarat-syarat yang jelas yang harus ditempuh oleh siswa dalam menghadapi UKK, 	0.08	2	0.16
Kurangnya sarana dan prasana dalam menunjang UKK.	0.1	2	0.2
Masih ada sekolah kejuruan yang belum memenuhi standar nasional UKK dan bergabung ke sekolah lain, menjadikan jumlah murid yang diujikan bertambah banyak akibatnya cenderung terjadi penilaian oleh penguji Uji Kompetensi Keahlian menjadi subjektif. 	0.1	1	0.1









	FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Bobot	Rating	Bobot x Rating
PELUANG			
Adanya perifikasi dari Dinas PendidikanProvinsi untuk menentukan laka tidaknya sekolah sebagai penyelenggara UKK.	0.1	2	0.2
Sekolah yang belum memiliki standar nasional dibantu oleh Mendikbud melalui Dinas Pendidikan Propinsi .	0.1	2	0.2
Adanya koordinasi, kerjasama sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha dapat meningkatkan Kompetensi lulusan.	0.1	4	0.4
Adanya kebijakan UKK diorientasikan untuk  mewujudkan kualitas pendidikan pada SMK sesuai dengan standar mutu	0.1	4	0.4
Tersedianya sumber daya pelasana penguji UKK pada dunia industri dan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan jumlah sekolah dan jumlah murid yang ada.	0.3	3	0.9
Membangun kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan dengan Perguruan tinggi yang lain yang memiliki program studi Teknik Mesin atau Otomotif.	0.1	2	0.2
Dukungan komite sekolah.	0.1	4	0.4




Lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.	0.15	3	0.45
Koordinasi, kerjasama antara sekolah, dunia industri dan dunia usaha dengan pemerintah belum efektif.	0.1	4	0.4
Kebijakan UKKbelum sesuai dengan standar pelaksanaan.	0.1	3	0.3
Terlambatnya ketentuan (SOP) dari Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) ke sekolah.	0.15	3	0.45
Kurangnya bantuan sarana dan prasarana dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan dari pemerintah daerah.	0.1	4	0.4
Kurangnya penguji eksternal yang bersertifikasi.	0.15	4	0.6
Kopetensi yang dibutuhkan DUDI dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian belum terpenuhi oleh sekolah.	0.15	2	0.3




Pada faktor strategi eksternal,faktor Peluang (O) memperlihatkan total bobot rating sebesar 2,9 sedangkan pada Ancaman (T)memperlihatkan total bobot rating sebesar 3,2.Atas dasar tabel 4.32 diatas diketahui bahwa keberadaan kuadrannya berada diantara arah sumbu Kekuatan (S) dengan bobot rating 1,02 dengan sumbu Ancaman (T)  dengan bobot rating -0,30.




















Peta Posisi Kekuatan Strategi
Sebagaimana gambar pada gambar 4.7 di atas peta posisi strategiimplementasi kebijakan UKK pada SMK Pasundan, diketahui bahwa implementasi kebijakan UKK pada SMK Pasundan terletak pada posisi kuadran 2 (dua) dengan makna dapat diartikan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Atas dasar hasil penelitian, berikut informasi dari informan, key informan, konsep teori implementasi kebijakan UKK dan pernyataan Surya selaku expert judgement, peneliti berupaya untuk menemukan suatu teori implementasi yang diharapkan dapat efektif dan menjadi bahan untuk penelitian  selanjutnya, khususnya dalam implementasi kebijakan uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan di SMK  untuk meningkatkan kompetensi lulusan.  

























Sumber: Makbul Mansyur (2015)

Gambar: 4.2
Implementasi Kebijakan UKK Terintegrasi

Berdasarkan gambar model kebijakan UKK yang terintegrasi memberikan gambaran terintegrasinya implementasi kebijakan dengan diefektifkannya,
1.	Koordinasi antara pemerintah (Dinas Pendidikan), sekolah, DUDI, orang tua murid, masyarakat yang diwadahi dalam wadah komite sekolah untuk mengembangkan perencanaan, program serta pelaksanaan yang berkaitan dengan Uji Kompetensi, 
2.	Sumber daya, meliputi pelaksana yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti guru produktif, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan/program studi, komite sekolah berikut sarana dan prasarana, seperti Labolatorium, bengkel dan fasilitas yang mendukung uji kompetensi keahlian,
3.	Program, meliputi program Uji Kompetensi Keahlian, mulai dari persiapan, perencanaan, dan  penyusunan program,
4.	Pelaksanaan, efektivitas waktu, biaya,  tempat, sarana, pelaksana, mekanisme,  metode dan strategi pelaksanaan.
5.	Evaluasi, melakukan penilaian atas pelaksanaan program maupun kebijakan  yang diselaraskan dengan standarisasi UKK.
6.	Tindak lanjut, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil yang diperoleh,dipastikan dapat memberi feedback maupun outcome yang positif untuk lembaga (Dinas Pendidikan, Sekolah, DU/DI) maupun terhadap stake holder (siswa/orang tua siswa dan masyarakat umum) untuk dilakukan perbaikan, peningkatan secara berkesinambungan untuk  mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang
Berdasarkan konsep model kebijakan UKK terintegrasi berpeluang terwujudnya sekolah “Unggulan” pada SMK Pasundan program keahlian otomotif.
5.	Kesimpulan
1.	Implementasi kebijakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam meningkatkan kompetensi lulusan pada  SMK bidang keahlian otomotif di SMK Pasundan ditentukan oleh dimensi-dimensi content of policy dan context of implementation, keduanya tidak bisa dipisahkan  saling mempengaruhi, saling berkaitan dan menjadi keunggulan (differenciated). Content of policy, yaitu meliputi:
1. Pihak kepentingan yang mempengaruhi: Kepentingan yang tidak terpisahkan (interest affected) dan menyangkut instansi maupun pelaksana kebijakan sasaran isi kebijakan sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tergantung pada kepentingan yang ada pada kebijakan. Kepentingan berbagai pihak terangkum dalam isi kebijakan, dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta dampak yang ditimbulkannya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKK,  diantaranya: dinas pendidikan, kepala sekolah, DU/DI, wakasek kurikulum, wakasek sarana, wakasek kesiswaan, wakasek humas, ketua program studi, dan guru-guru produktif.
2. Jenis Manfaat yang dapat diperoleh: Pada konteks ini rumusan tujuan kebijakan memberikan manfaat serta dampak langsung bagi kepentingan masyarakat akan lebih mendapatkan dukungan dan dapat dilaksanakan. Orientasi sasaran kebijakan Uji Kompetensi Keahlian selain harus bermanfaat bagi peningkatan kualitas sekolah, juga harus memperhatikan dimensi dukungan dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan DU/DI. 
3. Jangkauan Perubahan yang diharapkan: Perubahan yang diharapkan dari kebijakan akan mempengaruhi perilaku dalam meningkatkan kompetensi keahlian. Program Uji Kompetensi Keahlian memerlukan adaptasi untuk diterima dan menimbulkan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam isi kebijakan serta mudah beradaptasi dan memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak penerima kebijakan, yakni SMK Pasundan .
4. Pelaksana pengambilan keputusan: Semakin besar kendali kebijakan melibatkan control pusat (politik atau birokrasi) maka pelaksanaan kebijakan Uji Kompetensi Keahlian akan banyak hambatan dan tidak sesuai dengan harapan sekolah maupun masyarakat. Isi kebijakan yang menggambarkan adanya desentralisasi kewenangan atau tanggung jawab pelaksanaan akan cenderung efektif untuk tercapainya tujuan kebijakan.
5. Pelaksanaan Program: Pelaksana (SDM) sangat mempengaruhi implementasi kebijakan Uji Kompetensi Keahlian, meliputi: keahlian, dedikasi, dukungan elit politik dan akses sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya dan Kemampuan pelaksana dalam merumuskan tujuan Uji Kompetensi Keahlian akan menentukan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan. 
6. Sumber daya yang tersedia: hal ini bersifat manajerial menyangkut ketersediaan fasilitas fisik maupun menyediakan sumber-sumber keuangan yang berkaitan dengan Uji Kompetensi Keahlian, seperti kelengkapan sarana prasrana bengkel, laboratorium, penguji eksternal, kerjasama dengan pemerintah dan DU/DI. Belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Context of implementation, meliputi
1.	Kekuasaan, Kepentingan, Aktor yang terlibat: diantaranya adalah peran pemerintah melalui Pengawas, Kepala Bidang Pendidikan Menengah/Kasie SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekolah, DU/DI, Wakasek kurikulum, wakasek sarana, wakasek kesiswaan, wakasek humas,  ketua program studi, guru-guru produktif,  penguji Uji Kompetensi Keahlian, dan keberadaan Yayasan yang memberikan dukungan kebijakan dan anggaran.
2.	Ciri Kelembagaan dan Rezim: eksistensi pemerintah (sebagai wujud lembaga yang berkuasa/rezim) kini lebih terbuka dengan adanya otonomi daerah, mengusung nilai-nilai demokratis, keadilan, transparan, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan akuntabel, adanya pengawasan, memberi berbagai jenis bantuan, sarana prasarana, bantuan hibah keuangan, beasiswa. Selain itu, peran Yayasan dalam memberi dukungan kebijakan, anggaran, serta pelibatan dalam menentukan struktural SMK Pasundan. 
3.	Kepatuhan dan Daya Tanggap dari Pelaksana: pelaksana pada dasarnya telah mematuhi dan cukup tanggap terhadap kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan kebijakan UKK dan perlu ditetapkan pedoman standard operating procedure (SOP) untuk mencegah perbedaan dalam bersikap dan bertindak dalam pelaksanaan UKK. Sebagai petunjuk bagi para pelaksana untuk mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan, agar sasaran dan hasil UKK dapat dicapai sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan untuk peningkatan mutu kompetensi keahlian.

6.  Strategi
SMK Pasundan 2 Kota Bandung, SMK Pasundan 2 Kabupaten Bandung dan SMK 1 Pasundan Kabupaten Cianjur diketahui memiliki ciri-ciri yang sama (homogen). Artinya, antara Enviromental Threat Oportunity Profile (ETOP) dengan Strategi Advantage Profile (SAP) memiliki kesenjangan yang sama. Berdasarkan analisis kesenjangan tersebut, alternatif strategi ada pada kuadran sebelah kanan, yaitu berada pada strategi Diversifikasi. 

7. Temuan Penelitian




1.	Seyogyanya diperlukan penelitian lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan yang berfokus pada program dan sumber daya pelaksana pada teknis operasional UKK.
2.	Diperlukan penelitian tindak lanjut dari hasil UKK secara berkesinambungan, untuk perbaikan program, perbaikan pelaksanaan, masukkan bagi bahan evaluasi dan sebagai bahan untuk perencanaan strategis sekolah ke masa depan.  
3.	Diharapkan konsep dari “Grand Makbul Theory” ini dengan “model implementasi Uji Kompetensi Keahlian terintegrasi.”, yaitu meliputi:  Koordinasi, Sumber daya, Program, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak lanjut”  dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti di masa yang akan datang. 

Saran Praktis:
1.	Keberadaan SOP sebagai pedoman dalam menyusun program  UKK  sering sekali  datangnya terlambat,    sehingga waktu untuk persiapan dan sosialisasi waktunya sangat mepet  untuk itu  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui  Dinas Pendidikan Provisi  mengeluarkan SOP lebih awal minimal satu bulan menjelang pelaksanaan  ujian agar pelaksanaan UKK berjalan dengan efektif.
2.	Kelengkapan  sarana prasarana dalam pelaksanaan UKK sangat diperlukan  agar betul betul  lulusan memiliki kompetensi  yang diharapkan untuk itu pihak sekolah harus berusaha melengkapi  dan memiliki sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP.
3.	Kekurangan tenaga yang diperlukan baik itu guru produktif/penguji internal ataupun tenaga ahli dari Dudi/penguji eksternal  dapat  terpenuhi, sebaiknya sekolah jauh jauh hari  melakukan kerja sama (MoU) baik dengan DUDI ataupun dengan Perguruan Tinggi yang meiliki program keahlian otomotif.
4.	Agar integritas sekolah sebagai  penyelenggara UKK betul betul bisa dipertanggung jawabkan , sebaiknya  dinas Pendidikan dalam tahap  verifikasi lapangan ke sekolah  betul betul selektif  sehingga  dapat  diketahui layak tidaknya sekolah tersebut sebagai penyelenggara  Uji Kompetensi Keahlian  (UKK).
5.	Untuk rerwujudnya lulusan SMK Pasundan yang memiliki  soft skill  dan hard skill  sebaiknya sekolah  melakukan terobosan yaitu dengan mengefektifkan program link and match 
6.	Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan sebagai badan pengelola unit garapan/sekolah  memegang peran strategis dalam penentuan program dan anggaran seyogyanya memperhatikan program-program unggulan yang dikembangkan oleh sekolah antara lain  keunggulan kompetensi para lulusan .
7.	Orang tua siswa bukan sebagai objek tapi sebagai subjek dalam membangun karakter lulusan, seyogyanya dalam implementasi kebijakan UKK terlibat di dalamnya . 
8.	Agar pelaksanaan UKK berjalan lebih efektif semestinya pemerintah pusat melalui dinas pendidikan provinsi memberikan keleluasaan terhadap sekolah dalam implementasi UKK terkait dengan penentuan waktu pelaksanaan, proses perumusan materi UKK dan penentuan standar kelulusan . 
9.	Untuk merespon kebijakan UKK agar dapat diimplementasikan perlu  diperhatikan pemehaman content of policy dan context of implementation melalui pendidikan dan latihan (Diklat),  in house training (IHT)  dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
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